BAB IV
CARA PEMERINTAH MEMINIMALKAN HOAX

Cara Pemerintah Meminimalkan Hoax Di Media Sosial

Pemerintah meminimalkan berita bohong (hoax) dengan beberapa langkah yang
komprehensif, baik kesiapan sarana, regulasi, maupun konsekuensi hukum, diantaranya
melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan UU RI No. 19 Th. 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Th.2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE diterbitkan oleh
pemerintah karena menyadari pemanfaatan teknologi informasi, media, dan
komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara
global. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini terjadi seperti pedang bermata
satu. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan
peradaban manusia, kemajuan teknologi informasi juga menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum. UU ITE dalam pasal-pasalnya mengatur rambu-rambu
terkait aturan dan larangan apa saja yang harus dipatuhi masyarakat ketika
berinteraksi di dunia maya atau media sosial. Termasuk juga apa yang boleh
diposting dan yang dilarang ditampilkan di dunia maya karena di khawatirkan dapat
mengganggu kepentingan umum.

2. Membentuk Jejaring Komunikasi, melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Pemerintah juga membentuk jejaring komunikasi melalui aplikasi
whatsapp, facebook, twitter, instagram dan lain-lain. Yang diisi tenaga humas
pemerintah baik di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemda. Dengan adanya grup
komunikasi ini setiap humas pemerintah selalu memberikan update informasi terkait

berbagai informasi maupun opini yang berkembang di masyarakat.



3. Gerakan Bersama Anti Hoax. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam
meminimalkan sebaran berita bohong (hoax) adalah menginisiasi gerakan bersama
anti Hoax dengan komunitas masyarakat yang selama ini konsen dengan penangkalan
penyebaran hoax. Dalam acara yang digagas awal Januari 2017 secara serentak di
tujuh kota di Indonesia, juga diluncurkan portal TurnBackHoax.id. Gerakan bersama
ini pada dasarnya mengajak masyarakat untuk peduli dan secara bersama-sama
memerangi penyebaran hoax di media sosial. Kementerian komunikasi dan
informatika juga melakukan sejumlah langkah konstruktif diantaranya; merangkul
tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi duta anti hoax, penandatanganan piagam
masyarakat Indonesia anti hoax, deklarasi relawan hoax di daerah, berkolaborasi
dengan komunitas anti hoax menyiapkan tata cara berkomunikasi dengan cerdas di
media sosial, mendorong gerakan literasi media ke masyarakat, hingga roadshow ke

berbagai institusi pendidikan.!

4. Dikeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
Langkah lain yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi persebaran
berita palsu (hoax) dilakukan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Instruksi pokok yang terkandung
dalam Inpres itu antara lain : memberikan kewenangan kepada seluruh instansi
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi
dan kewenangan masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi publik dan

mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.
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Dalam pelaksanaannya, pengelolaan komunikasi publik atau dikenal dengan narasi
tunggal ini berada dibawah koordinasi Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam prakteknya menyebarluas kan
kepada publik narasi tunggal dan data pendukung yang diperlukan agar diketahui
publik. Selain itu, narasi tunggal yang disampaikan baik itu kebijakan maupun
program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik harus
disampaikan melalui saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat,
obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait
dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam instruktur tersebut juga
disebutkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dibuat
dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang mampu menimbulkan respon positif
masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.

Kelaurnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik selanjutnya ditindaklanjuti Kementrian Komunikasi dan
Informatika dengan mengeluarkan widget Government Public Relation (GPR).
Widget GPR yang dikeluarkan Kominfo ini wajib dipasang di website setiap
Kementrian/Lembaga/Pemda. Cara untuk mengakses widget ini dilakukan dengan
memberikan user name kepada pengelola informasi di masing-masing Kementrian/
Lembaga/Pemda agar mereka dapat mengakses informasi yang akan disampaikan ke
publik melalui aplikasi ini. Apabila informasi yang disampaikan dipandang sudah
memenuhi syarat untuk ditampilkan, pengelola widget GPR akan meneruskan
informasi tersebut di aplikasi GPR dan langsung bisa diakses oleh masyarakat
melalui website Kementrian/Lembaga/Pemda yang sudah memasang aplikasi ini.

5. Merekrut Tenaga Humas Pemerintah (Government Public Relation)



Dengan keluarnya Inpes No 9 Thn 2015, Kementrian Komunikasi dan
Informatika , merekrut Tenaga Humas Pemerintah pada tahun 2015. Tenaga Humas
Pemerintah ini direkrut dari kalangan professional maupun PNS yang memiliki
kompetensi dasar jurnalistik dan hubungan masyarakat. Hasil rekrutmen Tenaga
Humas Pemerintah selanjutnya didistribusikan di setiap Kementrian/Lembaga yang
dianggap membutuhkan. Dari hasil wawancara dengan tenaga humas pemerintah,
dalam kesehariannya melakukan tugas berupa analisis konten media, menulis artikel,
membuat siaran pers, dan melakukan pengelolaan terhadap media sosial resmi, yang
dimiliki Kementrian/Lembaga tersebut. Di samping mencermati isu Yyang
berkembang setiap hari di media massa, para tenaga humas pemerintah juga
melakukan pemetaan dan melakukan counter terhadap isu yang bersinggungan
dengan Kementrian/Lembaga ditempatnya ditugaskan.

Membangunan Portal Jaringan Pemberitaan Pemerintah

Portal pemberitaan Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP), dibentuk dan bisa
di akses melalui kanal : www.jpp.go.id Portal berita ini dikelola oleh Kominfo
dengan konten berita atau informasi yang diperoleh dari anggota yang ditampilkan di
portal www.jpp.go.id berasal dari jaringan tenaga humas pemeritah di seluruh
Indonesia. Siapapun yang memiliki informasi update terkait kegiatan di instansinya
dapat mengirimkan informasi ke pengelola Jaringan Pemberitaan Pemerintah. Portal
berita jaringan pemberitaan pemerintah ini diharapkan membuat informasi yang
beredar di masyarakat benar-benar teverifikasi dan menggunakan sudut pandang
pemerintah sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Termasuk untuk menghindari
praktik pemelintiran berita oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Maksud portal ini dibentuk adalah untuk meningkatkan ketersediaan narasi

tunggal pemberitaan yang komperhensif yang berorientasi pada newsroom yang


http://www.jpp.go.id/
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memproduksi tentang government affairs , baik berupa program ataupun kebijakan
yang dilakukan pemerintah dan sangat berdampak bagi publik. Segala hal yang
diurusi pemerintah tersebut selain sangat penting untuk diketahui publik, juga sangat
penting untuk diketahui publik, juga sangat penting bagi para stakeholders di
lembaga negara, kementrian, pemerintah daerah/provinsi, sektor swasta ataupun
masyarakat luar negeri, serta sejalan dengan perwujudan hak publik untuk
memperoleh informasi. Yang membedakan dengan produksi berita pada umumnya,
Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP) memberikan ruang yang lebih banyak
terhadap government news atau berita terkait apa yang dilakukan pemerintah.

Jaringan Pemberitahuan Pemerintah adalah penyeimbang komunikasi dan
informasi. Sebagai suatu berita, pemberitaan pemerintah dikonstruksi untuk
memberikan gambaran yang utuh tentang apa yang dilakukan pemerintah, di tengah
maraknya kecenderungan distorsi berita terkait pemberitaan pemerintah.
. Membangun Portal Aduan Konten

Kementrian Komunikasi dan Informatika membuka situs aduan yang

dapat diakses di laman : https://aduankonten.id. Situs ini merupakan fasilitas
pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial,
aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau
Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan.
Setiap orang yang merasa terganggu dengan konten yang terdapat di dunia maya
berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif tersebut dengan cara
mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten yang
dilaporkan disertai alasannya dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh

Tim Aduan Konten.


https://aduankonten.id/

Dalam rangka menjamin proses aduan yang dilakukan masyarakat dapat terus
berjalan, pelapor aduan konten dapat menelusuri sampai sejauh mana proses
pelaporan yang dilakukannya telah ditindak lanjuti. Hal ini dikarenakan setiap aduan
konten yang diterima diberikan nomor tiket. Dengan nomor tiket tersebut, maka
pelapor dapat mengecek status aduannya melalui fasilitas yang tersedia.

Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Tim Aduan Konten
memastikan bahwa setiap laporan aduan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat
link/url, screenshot, dan alasannya) pasti akan diproses/ditindaklanjuti. Semua
laporan pengaduan akan diverifikasi oleh Tim Aduan Konten. Proses verifikasi
dilakukan untuk menguji apakah konten dalam situs atau media sosial itu menyalahi
aturan perundangan. Jika ditemukan pelanggaran peraturan perundangan, maka Tim
Aduan Konten akan meneruskan proses pemblokiran ke penyedia platform. Tim
Aduan Konten menetapkan prioritas untuk pelaksanaan pemblokiran dengan
dipantau oleh Tim Panel Ahli.

Kementrian Komunikasi dan Informatika juga mengklasifikasikan apa saja
konten negatif itu. Konten negatif yang melanggar peraturan perundang-undangan itu
antara lain :

a. Pornografi

b. Perjudian

c. Pemerasan

d. Penipuan

e. Kekerasan/Kekerasan Anak

f.  Fitnah/Penceraman Nama Baik

g. Pelanggaran Kekayaan Intelektual

h. Produk dengan Aturan Khusus



I.  Provokasi SARA

J. Berita Palsu

k. Terorisme/Radikalisme

I.  Informasi/Dokumen Elektronik yang Melanggar UU
8. Membentuk Sinergi Media Sosial Aparatur Sipil Negara

Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk meminimalisasi sebaran berita
di media social dengan berbagaui upaya tampaknya belum dianggap optimal. Meski
sudah dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs berita palsu (hoax), namun
kemunculan berita palsu setiap hari kian massive. Hal ini kemudian mendorong
pemerintah melalui Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
bekerjasama dengan Kementrian Pertahanan menggagas pembentukan Tim Sinergi
Medial Sosial Aparatur Sipil Negera (SIMAN). ini diawali dengan pelatihan Training
of Trainer (ToT) terhadap minimal dua orang perwakilan seluruh
Kementrian/Lembaga. Para peserta ToT ini diharapkan mampu memberikan
pelatihan kepada minimal 50 orang pegawai dan maksimal 100 orang pegawai di
instansi masing-masing. Seluruh pegawai yang dilatih ini nantinya akan menjadi tim
penangkal berita palsu (hoax) dengan menyebarkan konten-konten yang telah
dipersiapkan narasinya oleh pemerintah. Tim yang dibentuk dengan pola seperti ini
diharapkan akan semakin banyak guna mendukung upaya pemerintah
menanggulangi berita palsu (hoax).

Dalam kalkulasinya, Tim SIMAN Pusat menghitung, jika dari 78 instansi ada
sekitar 100 orang yang terlibat aktif di media sosial dan turut menyebarkan informasi
yang akurat, setidaknya akan terdapat 7.800 aparatur sipil negara yang mampu
melakukan kontra narasi. Ribuan jumlah aparatur sipil negara inilah yang saat ini

sudah digerakan oleh Tim SIMAN Pusat untuk memenangkan opini publik dan



mampu membangun trending topik untuk memblok konten-konten negatif yang

berkembang di media social.?
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